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RINGKASAN PENELITIAN 

KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN DIBIDANG HUKUM TANAH DENGAN 
DIBERLAKUKANNY A UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 22 T AHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 
( Sri Winarsi, Suparto Wijoyo, Lilik Pudjiastuti. Tahun 2002, 30 Halaman) 

Penelitian ini merupakan penelitian hu/cum nonnatif dengan pendekatan " slatute 
and conceptual approach". Melalui pendekatan demikian, dalam penelitian ini 
dilakukan pengkajian secara kritis terhadap pengaturan tentang kelembagaan dan 
kewenangan dibidang hukum tanah sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. 

Untuk itulah penelitian ini berorientasi pada upaya melakukan penelaahan seeara 
mendalam mengenai ketentuan hukum tentang kelembagaan dan kewenangan dibidang 
hukum lanah dan perangkat peraturan perundang-undangan pendukungnya. Dengan 
demikian. penelitian ini memiliki manraat secara teoritik maupun seeara praktis. 
Manfaal lcorilik penelitian ini berkaitan dengan pengembangan Hukum Agraria dan 
Hukum Administrasi. Manfaat praktis penelitian ini berkenaaan dengan hasil penelitian 
yang dapat di!,'llnakan sebagai referensi bagi masyarakat luas dan para pihak yang 
terlibat dalam kelembagaan pertanahan. . 

Penelitian ini berkaitan dengan masalah kelembagaaan dan kewenangan sebelum 
dan sesudah diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 
1999. Seperti diketahui. berkaitan dengan masalah pertanahan dasar hukumnya ada!ah 
ketentuan Pasa! 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang kemudian dijabarkan 
lebih !anjut dalam Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarla 
(UUPA) yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tabun 1960 ( Lembaran Negara Tahun 1960 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tabun 1960 Nomor 2043). Khususnya 
tentang kewenangan dan kelembagan berpijak pada ketentuan pasal 2 ayat (1) (2)(3)(4) 
UUPA. Didalam ketentuan Pasa! tersebut dinyatakan bahwa negara sebagai organisasi 
kekuasaan tcrtinggi mempunyai kewenangan uotuk mengatur, penyelenggarakan 
peruntukan , penyediaan atas sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia tennasuk 
didalamnya menyangkut masalah pertanaban. Lebih lanjut sebagai kepanjangan tangan 
dari negara atau pemerintah masalah kelembagaaan pertanaban dilakukan oleb sebuah 
instansi yang mempunyai kewenangan dibidang pertanahan yaitu Badan Pertanaha 
Nasional (SPN) dan instansi-instansi yang ada didaerah berdasarkan asas dekosentrasi 
dan asas pembantuan . 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 
1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya yang diatur dalam PasaJ ) I ayat (2) yang 
menegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan dibidang pertanahan, menyebabkan 
banyak daerah-daerah di Indonesia yang memiliki dinas-dinas pertanahan . Hal iniJah 
yang menyebabkan adanya dualisme menyangkut kelembagaan , padahal dengan 
diberlakukan UUP A salah satu tujuannya untuk terciptanya Hukum Agraria yang 
bersifat nasional dan memberi kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia Hal ini 
juga tennasuk dalam bidang kepastian hukum masalah kelembagaan. Agar supaya Pasal 

. II ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahunl999 tidak ditafsirkan 
bennacam-macam maka dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 10 Talmn 200 I ten tang Pelaksanaan Otonomi daerah Di Bidang Pertanahan . 



Keputusan Presiden ini dimaksudkan untuk menciptakan unifikasi peraturan pertanahan 
sehingga tidak diperkenankan bagi daerah untuk menerbitkan Peraturan Oaerah( Perda) 
dan Keputusan Kepala daerah mengenai pertanahan yang yang telah ada. Hal ini 
dipertegas dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 
Tahun 200 I tcmallg Kedudukan , Tugas, Fungsi, Kewenangan , Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. 

(LP. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Sumber Biaya : DIK SUPLEMEN 
Universitas Airlangga Tabun Anggaran 200212003, SK Rektor No. 4879/3031PG12002) 
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KATA PENGANTAR 

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena penelitian ini yang berjudul 

Kelembagaan dan Kewenangan Oi Bidang Hukum Tanah Setelah Diberiakukannnya 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tabun 1999 tentang Pemerintahan 

Oaerah ini telah dapat diselesaikan. 

Penyusunan Laporan penelitian ini tidak lcpas dari bantuan para pibak. Untuk itu 

kepada para pihak yang terkait dalam penyusunan laporan penelitian ini kami 

sampaikan banyak terima kasih. 

Kami menyadari bahwa laporan penlitian ini disajilcan masih jauh dari 

sempuma. Untuk itu kami mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi 

sempumanya penelitian ini. Akhimya semoga laporan penelitian ini dapat memberi 

guna dan manfaat bagi kita semuanya dan khususnya dalam pengembangan Hukum 

AbJfaria. 
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Kelua peneliti 

Sri Winarsi. S.H. t\tH. 
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1. L'llar Bclaka ng Masal:lh 

IlA Il I 

PE:NDAH ULLJAN 

Scbclulll dibcriakukallllya Undang-l illtlang Pokok :\graria (UU No.5 Tahun 

1960) yang disingk,H dcngall UUPA. 1-1111.:11111 Tanah di Indonesia berancka ragalll . 

Keanckaragalllan lcrsebu l Icbih dikenal dcngan istilah dualismc bahkan plurali smc 

huk Ul11 lallah. Hal ini di scbabkan pada saill illl di Indonesia mcngcnal adanya 

HukulIl Tanah Ada!, '-lukulll Tallah Barat. Ilukulll Tallah Swapmja serla HukulJI 

Tanah Anlnr GO!Ollgall. Macam-macam dari hukum (anah tersebut dianut oleh 

golongan-golonga n pendlldlll;: yang berbeda IIlcll),cbabkan tidal.: Illcmbcri kcpaslian 

hukul11 bagi golongan pcnduduk lenenlu. 

Dcngan dibcrlakuk;lI1nya Undang-Undang Tentang Pcraturan Oasar I>okok-

Pokok Agra ri a (UU I>A) yaitu UU Nomar 5 Tahun 1960 (dimual dalam Lcmbarnn 

Ncgara Tahli ll 1960. Nomor 104, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 2043) yang 

mli lai bcrl aku pada tanggal 24 Septemher 1960 maka keanekaragnman Hukum 

Tanah di Indonesia diak hiri dcngan lerbcllluknYfl Hukilin Tanah Nasiona l yang , 
bcrsi rfl t unifikasi. Hukum Tanah Nasional Icrsebul bcrsull1bcr pada Hukum Tanah 

Adat. yang bcrarti bahwa I-hlkum Tanah Nasionailcrscbul mCllggunakan kOllscpsi-

konscpsi , asas-asils dan I cmbaga~l cJ1lbaga hukum yang ada pada Hukum Tanah 

Ada\. J-lukullI Tanali Nasional yang diatllr dalam UUPA mengatur hak~hak 

pcnguasaan alas tanah yang juga dian ul dalmn 1-lul;uJU Tanah Adat. I-Iak~hak 

pcnguasaan yang diatllr dalam UUPA adalah : 

MILII[ 
PERf'USTAltAAf'oI 

~ITERStT AS AlRLANOO~ 
SU It AB AYA j 



I. Hak Sangsa. sebagai hak penguasaan alaS lanah yang tertinggi dan meJiputi 

semua tanah dalam wilayah Negara yang bersifat perdata dan publik (Pasal I 

UUPA). 

2. Hak Menb'Uasai dari Negara, sebagai organisasi tertinggi yang ditugasi Bangsa 

Indonesia untuk menguasai semua tanah tersebut diatas, sebagaimana yang 

dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) 

UUD 1945 lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 2 UUP A, yang merumuskan isi 

hak menguasai tersebut merupakan interpretasi otentik mengenai hakekat 

pengertian "dikuasai" dalam UUD 1945 tersebut, sebagai hak yang semata-mata 

berada di bidang hukum Publik. 

3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih 

ada. (Pasal 3 UUP A) 

4 .. Hak-Hak Individual: 

- Hak-hak yang mcmberi kewenangan mcngb'Unakan bidang-bidang tanah 

tertcntu: l-Iak-hak atas lanah dan wakaf(Pasal4 dan Pasal49 UUPA). 

- Hak Tanggungan sebagai hak Jaminan Alas Tanah (Pasal 25, 33, 39, dan 57 

UUPA) 

Hak Menguasai Dari Negara meJiputi kewenangan Pembentukan Hukum 

Tanah Nasional dan kew~nangan melaksanakannya. Adapun struktur kewenangan 

Ncgara alau tanah. ditctapkan mengenai fungsi dan peranannya yaitu hanya sebagai 

pcnguasa yang mcngatur. menala dan mengendalikan serta mengawasi baik 

pcrbuatan maupun hubungan hukum alas tanah. Hal ini ditunjukkan deogan 

I11cllggunakan iSlilah Hak Menguasai dari Negara (Pasal 2 lJUPA). Selanjulnya 

dalam Pasal 2 ayat (4) dinyatakan bahwa Hak Men~'Uasai dari Negara 
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pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat­

masyarakat hukwn ada4 sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan 

kepentinb~n nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Da1am 

penjelasan Pasal 2 UUP A, dinyatakan babwa ketentuan dalam ayat (4) adal~ 

bersangkutan dengan asas otonomi dan medebewind dalam penyelenggaraan 

pemerintah daerah. Pennasalahan Hukwn Agraria menurut sifatnya dan pada 

asasnya merupakan tugas Pemerintah Pusat (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945). Dengan 

demikian maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari 

Negara atas tanah ada/ah merupakan medebewind. Segala sesuatunya akan 

diselenggarakan menurut keperluannya dan sudah barang tentu tidak boleh 

bertentangan dengan kepentingan nasional. Wewenang dalam bidang Agraria dapat 

mcmpakan sumber kcuangan bagi daerah tersebut. 

Berdasarkan pClyelasan Pasal 2 ayat (4) tersebut diatas. maim dapat 

dikatakan bahwa kcwenangan pelak~naan Hukum Agraria berada dalam 

kcwcllangan Pcmerinlah Pusat dan /ebih lalljut kcwcllallgan Pemerintah Pusat 

tcrsebut didclegasikan kepada pejabat-pejabat ditingkat Propinsi, kabupaten atau 

Kotamadya dalam rangka pelaksanaan asas Dekonsenlrasi. Atau dengan kata lain. 

kewcnangan pelaksanaan Hukum Agraria ada pada pcrangkat eksekutif yang 

langsung bertanggungjawab kepada Presiden (KementrianlDepartemen Agraria dan 

Badan Pertanahan Nasional). penyerahan dalam dekonsentrasi kepada pejabat­

p~jabat khuslis yang ada di Propinsi dan Kablipaten/Kotamadya yaitll Kepala Kantor 

Wilayah BPN Propinsi dan Kepa~a Kantor Pertanahan Kabupa~cnIKotamadya. 

Pengatllran tersebut diatas berlangsung sampai pada tangal 2 Mei 1999, karena pada 

tanggal tersebut mulai bcrlakllnya UU Nomor 22 Tahun 1999 Icntang Pemerintahan 
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Daerah. Didalam salah salll ketenluan Pasal dalam UU no. 22 Tahun 1999, 

khususnya Pasal I I dinyatakan bahwa kepada daerah Kabupatcn atau Kola sebagai 

daerah oton0111 diberikan otonom, yang antara lain meliputi kcwenangan pemerintah 

di bidang pertanahan. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Jatar beJakang diatas maka dapat ditarik nllnllsan 

pennasaJahannya adalah sebagai berikut : 

"Bagaimana fimgsi keJembagaan dan kewenangan di bidang Pertanahan 

setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 TahWl 

1999" 

4 



BABn 

TINJAUANPUSTAKA 

Wewenang dan kelembagaan merupakan pula konsep inti dalam Hukum Tata 

Negara dan Hukum Administrasi sebagai hukum public. Wewenang lazimnya 

dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechsmacht), sehingga wewenang senantiasa 

berkaitan dengan kekuasaan (Negara). Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga 

komponen, yaitu: pengaruh. dasar hukum. dan konformitas hukum. Komponen 

pengaruh berarti penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku 

subyek hukum. Komponen dasar hukum bermakna setiap wewenang harus selalu dapat 

ditunjuk dasar hukumnya. Komponen konfonnitas hukum beresensi adanya standard 

wewenang, baik standard umum untuk semua jenis wewenang maupun standard khusus 

bagijenis wewenang tertentu (P.M.Hadjon, 1999). 

Pengertian Hukum Agraria adalah semua peraturan hukum yang mengatur hak­

hak penbruasaan alas sumber daya alam. Pengertian hukwn agraria seperti tersebut diatas 

merupakan pengertian yang luas, yaitu meliputi bidang-bidang Hukum Tanah, Hukum 

Air, Hukum Pertambangan, Hukum Perikanan, Hukum Penguasaan Atas Tenaga dan 

Unsur-Wlsur dalam Ruang Angkasa. Sedangkan Pengertian Hukum Agraria dalam arti 

sempit yaitu mcngenai Hukum Tanah. Hukum Tanah adalah hukum yang mengatur hak­

hak penguasaan alas tanah (Pemlllkaan bUill i). Hak alas tanah tersebut berisi tentang 

hak untuk meng~runakan tanah. menggunakan sebagian tubuh bumi. menggunakan air 

dalam tanah serta menggunakan ruang diatas tanah. (Boedi Har.'iOl1o. /999). Hal ini 

berarti , hak penb'Uasaan alas tanah adalah hak untuk berbuat sesuatu terhadap tanah 

yang dihaki. Didalam hak penguasaan atas tanall berisi tentang wewenang, kewajiban 

dan larangan. Wewenang, kewajiban dan larangan dalam hak penguasaan atas tanah 

pada awal nya merupakan kewenangan Negara' sebagai Organisasi tertinggi Bangsa 

Indonesia. Selanjutnya mengenai struktur organisasi pelaksana atau lembaga pelaksana 

menguasai dari Negara pada tingkat Nasional dipegang oleh Kementerian Agraria. Hal 

ini secara eksplisit, diungkapkan dalam berbagai pasal utamanya dalam ketentuan 

Konversi Pasal I-IX UUPA, dimana kewenangan dan kekuasaan Menteri Agraria 

ditetapkan secara pasti yaitu untuk memberikan kepulusan tcrhadap hal-hal yang 

bersifat nasional. 
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Pada stmktur organisasi nasional tersebut, terdapat puJa satuan peJaksana 

administrasi untuk menyelenggarakan system penataan. pemeliharaan bukti~bukti hak 

sebagai pcncrapan Ketentuan Pasal 2 Serta Pasal 19 UUPA. Satuan Pelaksana tersebul, 

berdasarkan Kcpprcs Nomor 103 Tabun 2001 disebut Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) yang schaJ:.rai lembaga Pemerintab Non Departemen (LPMP) berkedudukan 

dibawah dan bcrtanggungjawab langsung kcpada Presiden. Pelaksanaan Hukum Tanah 

Nasional tersebut dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi yaitu pelimpahan 

wewenang pcmerinlahan dari pemerintab kepada gubemur atau wakil pemerintah pusat 

didacrah atau kcpada perangkat pusat yang ada didaerah (Phil1I'II.,' M. fiatt/oil el.a/.. 

1999). Asas tersebut. tercermin bahwa pelaksanaan Hukum Tanah Nasional ditingkat 

pusal ditugaskan kepada para pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN). ditingkat 

Propinsi kcpada pnra Kcpnln Knntor Wilayah BPN dan ditingkat Kabupaten atau 

Kotamadya Kepada Para Kepala Kantor Pertanallrul Kabupaten/Kotamadya. Kantor 

Wilayah Propinsi dan Kantor, Pertanahan Kabupaten/Kotamadya mempakan instansi 

vcrtical BPN yang dalrun mclaksanakan tugasnya seeara tcknis operasional dikoordinasi 

masing-masing oleh Gubemur. Bupati/Walikotamadya seJaku Kepala Wilayah. 

Berdasarkan UU Nomor 22 TahlUl 1999. khususnya PasaJ 11 yrulg menyatakrul 

bahwa kewenangan daerah Otonom Kabupalen/Kota antara Jain kewenangan 

Pemerintah dibidang pertanahan. Yang Dimaksud dengan daerah otoDom adalah 

penyerahan wewenang pemerintahan dari pemcrintah pusat kepada daerah otonom 

dalam kcrungka Ncgara kcsatuun Rcpublik Indonesia (asas dcse~tralisasi). Asas 

desentrdlisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus 

pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusal, melainkan dilakukan 

juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan 
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territorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah diserahi 

dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan. (Phi/pus 

M. Hadjon el.al., /999) 
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BABUI 

TUJUAN PENELITlAN DAN MANFAAT PENELITlAN 

Tujuan Penelitian 

Tujuan mengindentifikasi kelembagaan pertanahan dalam rangka otonomi 

daerah Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 TallUn 1999, kelembagaan 

dan wewenang dibidang Pertanahan diatur secara sentralistik dan dilimpahkan 

seeara Dekonsentrasi. Selain itu, untuk mengindentifikasikan aplikasi kelembagaaan 

dan wewenang dibidang Hukum Agraria dengan diberlakukan UU Nomor 22 Tabun 

1999 daJam rangka untuk memberikan peJayanan kepada masyarakat pada bidang 

hak-hak alas tanah. Pada sisi lain. akan dilakukan identifikasi dan inventarisasi 

kasus-kasus pertanaban yang berkaitan dengan muncuIoya UU Nomor 22 Tabun 

1999. 

Manraaf Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi keJembagaan dan 

wewcnang dibidang Pertanahan setelah berlakunya Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintaban Daerah. sehingga dapat 

memberikan hasil berupa "Fonnula" yang sesuai dengan kondisi Pertanahan di 

Indonesia. 

Pcnclilian ini jug" diharapkan mcmbcrikan kontribusi berupa hasil peneliliart 

yang dapat digunakan rujukan (Text Book) dalam perkuJiahan Hukwn Agraria dan 

Hukum Otonomi Daerah. 
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1. Pendekatan Masalah 

BABIV 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian hllkllm nonnatif. Pendekatan yang 

dib'Unakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan ("statute approach") 

dan pendekatan konseptual ("conseptual approach"). Dengan kcdlla model 

pendekatan tersebut. dalam penelitian ini akan dilakukan pcngkajian mcndalam 

mengenai peratwan perundang-undangan tentang kelembagaan dan kewenangan di 

bidang pertanahan dalam rangka otonomi daerah untuk direfleksi diargumentasi 

seeara teoritik bedandaskan pada konsep dasar hukum administrasi. 

2. Bahan Hukum 

Bahan hukum yang dipergllriakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan 

hukum (legal materials) yang dalam penelitian hukllm nonnatif tcrdiri alas bahan 

hukwn primer dan bahan hukwn sekunder. BalIan hukum primer penelitian ini 

terutama adalah UUPA dan semua perangkat peraturan perundang-undangan 

dibidang pertanahan yang menjadi pendukungnya. Termasuk bahan hukum 

sekunder yang dipergunakan iaIah berbagai kmya ilmiah para sarjana, basil-hasil 

penelitian dan jurnaI-jurnal ilmiah di bidang hukum, khususnya hukum pertanahan 

yang menyangkut kelembagaan dan kewenangan dibidang pertanahan 

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan melalui prosedur 

identifikasi dan inventarisasi dengan mcmpergunakan sistem kartu (card system) 
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yang terbagi atas riga kartu. yaitu : kartu ikhtisar. kartu kutipall dUll kanu analisis 

(Winarno Surakhmad, ) 997). 

Dalam pengumpulan' bahan-ballan hukum. kartu-kartu tennaksud disusun 

berdasarkan subyeknya : mana pengarang (nomor dan tahun pengundangan 

peraturan perundang-undangan), tetapi dalam penguraian dan pengkajian dilakukan 

berdasarkan obyelcnya : rumusan masalah dan tema-tema analisis sesuai dengan 

topik pembahasan. 

4. PengoJaban dan Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang diperoleh diolah secara kualitarif melalui proses 

penalaran bukmn (legal reasoning) yang logis sistematis. Penalaran hukum ini 

dilakukan dengan mempraktekkan kckbasan logika dalam iImu hukum nonnatif 

bersandarkan pada : hakekat bukmn (the nature oflaws), sumber hukum (the source 

of law) danjenis hukum (the lends of laws). (Irving M. Copi-P.M. Hadjon. 199-1) 

Dengan demikian Jangkah-Jangkah anal isis terhadap bahan hukum yang 

diperoleb didasarkan atas langkah-Iangkall berpikir secara sistematis untuk 

memperoleh penalaran yang kompeherensif atas pokok masalah yang dijadikan titik 

tolak penelitian dan penulisan. 
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BABV 

HASIL DAN ANALISA 

1. Kelembagaan dan Kewenangan Dibidang Pertanahan Sellelum Bcrlakunya 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 

Dasar konstilusi yang dapal dipcrgunakan dalam pengaturan masalah tanah 

di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebul menyatakan 

bahwa bumi • air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikllasai oleh 

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat. 

Atas dasar pemaknaan demikian. maka secara teoritik kepentingan llntllk 

mencapai sebesar-besamya kemakmuran rakyat merupakan dasar bagi dikuasainya 

lanah oleh I\cgara. Kemakmuran ralCyat tidak akan tercapai jika satu sama lain 

tidak mempunyai kesamaan persepsi tentang bagaimana hidup yang baik itu 

memerlukan pola keteraturan tentang earn-cam memenllhi kchidupan secara baik. 

Agar pola keteraturan dapat terjclma. perlu adanya kccakapan alau kckualan untuk 

menjelmakan. (Wimll~Vll Hnl't!IlI,,~ ... ih. 2(00). 

Disamping itu tanah juga diartikan sebagai simbol kcsaluan bagi keutllhan 

bangsa dan Negara. Oleh karena itu, tanah tidak boleh dijadikan obyek 

penguasaan yang menimbulkan disintegrasi atau perpecahan bangsa dan negara. 

Untuk mengatasi hal tersebut diatas, maka pada tingkat tertinggi semua 

unsur dasar agraris dikuasai oleh negam sebagai organisasi kekuasaan seluruh 

rakyat. Dengan demikian negara bukanlah pemilik tanah melainkan hanya sebagai 

penguasa yang berkewenangan mengatur. 

Pengertian dan penjabaran Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terumllskan dalam 

Pasal 2 UUP A yang memuat ketentuan sebagai berikut : 
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1. Alas dasar kctcl1Iuan dalam Pasal 33 ayal (3) Undang-Undallg Oasar dan hal-

hal scbagaimana dimaksud dalalll Pasa l I. humi. air. dal! ruang angkasa 

I ~ rlll asuk kckaYilill1 alam ya ng Icrkandung didalallluya illl paJa liugkalau 

tertinggi dikuasai olch ncgara scbagai organisasi kckuHsaan seluruh rakyal. 

2. Hak rn cnguasa i dari Negara Icnnasuk dtllalll ayat ( I ) pasal lIl i II1cmbcri 

wcwcntlJl g untuk : 

a. mcngatur dnn mcnyc lcllggarakan pcruntukan. pCll ggl lllaall . pcrscdiaan 

dan pcmcl iharaan bUIIli. air dan ruang ilngkasa Icrscbut. 

b. I1ICIII.:IIluk'1II dan rn~·rtgalllr hubungan-hubungan hukum anlara orang-

orang dan pcrbualan-pcrbuaJan hukulIl yang mcngcnai bwni, air dan 

ruang. angkasa. 

Co IV1cnl'llIUkan dan IlK'n g,J[uJ" huhullgan hukulll tIl1lar~1 oran g-orallg dan 

pCrblliUaTl-pcrbuatali hukuJIl Illcngcnai bllllli .a ir, dan rutlllg ang.kasa . 

J. WcwcnaJ1!! ~ang. hcrsumbcr dari ha k lIlenguasai dari ncgara tcrscbul pada ayat 

2 pa S< 11 lilt dl!!lIllakan unlu~ ITl cll capai sc!lcS<lr-bcsilrnya kClllakllluran rakY;ll 

d<llam al1i kcbangsaan. kcs~jaillcraa ll dan ~crn t:rdt:kailn dalilm 1l1asyarakat dan 

Il cgara hl1kl1lT1 Indonesia yang I11crdcka. berdmdal. ad il dan mak rll uf. 

4. I l a~ rIlcnguasai dari nega ra lcrscbul di alas pclaksanaanllya {l:i pal diJ.;lIasakan 

kcpada dacrah-dacrah Swalantra dan masyarakal-milsyarakal htl~ ulll adal . 

sekcdar dipcrluJ.;an dan tidak bcrtcntungan dcngan kcpl.!l1 lingan nasional 

mcnurul kClcntuan-kelcnluan Peraluran Pcmcrintah. 

Dari pengerti an tcrscbul jclas bahwa Ncgara adalah pihak yang bcrkuasa, 

dibcri kckuasaan oleh ral,.-yat ti dak 1I1l tuk mcmiliki atau mcmpcrgunakan tanah 

scmata-mala 1I1l1uk kcpcrluannya scndi ri, tapi juga 1JlCngall1 r pcnggul1a:1Il dan 
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peruntukkan laban agar tereipta kcmakmuran rakyat seeara meningkat dan merata. 

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, permasalahan pertanahan menurut si(at dan 

pada asasnya merupakan tugas Pemerintah Pusat. Dengan demikian Iriasalah 

pertanahan dapat dilakukan pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak 

penguasaan dari Negara atas tanah (Pasal 2 ayat 4 UUPA). 

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (4) tersebut diatas, maka kewenangan 

pelaksanaan Hukwn tanah berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat tersebut 

didelegasikan kepada pejabat-pejabat di Tingkat Propinsi, Kabupaten atau 

Kotamadya dalam rangka pelaksanaan asas Dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 

Atau dengan kata lain. kewenangan pclaksanaan hukum tanah ada pada 

perangkat eksekutif yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. 

Perangkat eksekutif tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang 

dikepalai oleh Menteri Negara Agraria. Pelimpahan atau penyerahan seeara 

dikonsent,rasikan kepada pejabat-pejabat khusus yang ada di Propinsi dan 

KabupatenlKotamadya. 

Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988 tentang 

Badan Pertanahan Nasional (BPN). Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga 

Pemerintah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Presiden. Keputusan Presiden Nomor 26 Tabun 1988 mengalami beberapa kali 

perubahan. Perubahan terscblU anlara lain yaitu BPN semula yang dipimpin oleh 

Kepala Badan Pcnanahan Nasional. Dcngan diadakan jabatan Menlcri Ncgara 

Agraria dalam Kabinet Pcmbangunan VI pada Talmo 1993. pimpinan BPN 

meojadi setingkat Menteri dengan sebutan Menteri Negara AgrariaIKepala Badan 

Pertanahan Nasional Hal ini sesuai dcngan Kctcntuan Kepres 
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Nomor 44 Tahull 1993 dinyalakan bahwa Menlcri Negara Agraria bcnugas pokok 

menangani hal-hal yang berhubungan dengan keagrariaan dan menyelenggarakan 

fimgsi : 

a. Mengkoordinasi perumusan kebijakan Pemerimah di bidmlg kcagrariaan ; . 

b. Merencanakan pelaksanaan kebijaksanaan dalam rangka pcnyusunan program 

keagrariaan; 

c. Mengkoordinasi kegiatan seluruh Instansi Pemerintah yang berhubungan 

dengan keagrariaan dalam rangka pelaksanaan program ; 

d. Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang keagrariaan ; 

e. Mengkoordinasikan kegiatan operasional Badan Pertanahan Nasional ; 

f. Mengkoordinasikan kegiatan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan sejauh 

menyangkut pemetaan tanah ; 

g. Menyampaikan laporan, bahan keterangan serta saran dan pertimbangan di 

bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden. 

Menteri Negara Agraria dibantu oleh seorang Sekretaris Menteri dan 

sejwnlah Asisten Menteri. Ada juga Penasihat Ahli, yang bukan jabatan structural. 

KepaIa BPN dibantu oleh 5 orang Deputi, yang masing-masing membawahi 

sejumlah Kepala Biro dan Direktur. Selain itu ada Pusat Penelitian dan 

Pengembangan serta Pusat Pendidikan dan Latihan. 

Pada tingkat Propinsi ada Kantor Wi/ayah Perlanahan, disingkat KANWIL, 

yang dipimpin oleh seorang Kepa/a KANWIL. KAKANWIL membawahi 

sejumlah Kepa/a Bidang dan Kepa/a Bagian Tala Usaha. 
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Pada tingkat Kabupaten dan Kotamadya ada Kantor Perlanahan yang 

dipimpiD oteh seorang KepaJa Kanlor Perlanahan. 
,. 

KAKAN rriembawahi 
~. 

sejumlah KepaJa Seksi dan seorang KepaJa Sub-bagian Tala Usaha. 

Tugas MeDteri Negara Agraria dalam KabiDet Refonnasi : 

a. perumusan kebijakan Pemerintah di bidang pertanahan : 

b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, .program 

dan kegiatan di bidang pertanahan yang dilaksanakan Departemen, Lembaga 

Pemerintahan. Non-Departemen, dan Pemerintah Daerah dalam rangka 

pembangunan administrasi pertanahan secara menyelumh serta dalam rangka 

penyelesaian masalah pertanahan secara strategis ; 

c. pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan operasional Badan 

Pertanahan Nasional dan koordinasinya dengan Badan Koordinasi Survei dan 

Pemetaan Nasional. sejauh menyangkut bidang pemetaan tanah ; 

d. peningkatan peran serta masyarakat di bidang administrasi pcrtanahan ; 

e. penyampaian laporan. sarana dan pcrtimbangan di bidang lugas dan fungsinya 

kepada Prcsiden : 

f. peiaksallaull tugas lain yang diberikan Presidcn. 

2. Kelembagaan dan Kewenangan Di Bidang Pertanahan setelah berlakunya 

UU Nomor 22 Tahun 1999. 

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas 

desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. dengan memberikan 

kesempalan dem lcluasaan kepada daerah untuk menyelellggarakall Otonomi 

dacrah. Karcnu illi. Pasal 18 Undang-undang Dusar 1945. mllara lain mcnyalakan 

bahwa pcmbagian daerah Indonesia alas daerah besar dan kecil dengan dibcntuk 
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dan Sllsunan pcmcrintahannya ditctapkan dcngan llndang-llndang. Dengan 

demikian. Undang-undang dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk 

menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas. nyata dan 

benanggungjawab kepada daerah. sebagaimana tenuang dalam Ketetapan MPR RI 

Nomor XV/MPRJJ998 tentang penyelenggaraan Otonomi dilcmh: Pcngaturan. 

Pemanfaatan Sumber Oaya Nasional yang berkeadilan scrta perimbangan 

keuangan pusat dan daerah dalam kemngka negara kesatuan Rcpublik Indonesia. 

Untuk melaksanakan amanat tersebut dialaS maka pada tangb'Bl 4 Mei 1999 

telah dioodangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Talum 

1999 ten tang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) 

sebagai pengganti dari Undang-oodang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 

tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Oi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 

Nomor 38, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3037). Dengan diberlakukannya 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahoo 1999 maka terjadilah 

perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Karena oodang­

oodang ini pada prinsipnya memberikan kewenangan yang luas kepada 

Pemerintah Daerab untuk mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah yang 

lebih mengutamakan peJaksanaan desentralisasi. 

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur datam Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 

5 ayat (I) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Talum 1999 yang menunuskall 

bahwa dalam rangka peJaksanaan asus desentralisasi dibentuk dan disusun Dacrah 

Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang berwenang menb'Btur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
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aspirasi masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan otonomi, 

potensi daerah, social budaya, social politik, jumlab penduduk, Illas daerab dan 

pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. 

Lebih lanjut perIu kita amati ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Talmn 

1999 khususnya Pasal 7 yang secara jelas menganut pola residu, yaitu diluar 

ketentuan Pasal 7 merupakan kewenangan daerah. Atau dengan kata lain, yang 

diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 tabun 1999 merupakan 

kewenangan Pemerintab Pusat. Ketentuan dari Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 

Tahun 1999 adalah sebagai berikut : 

(1) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang 

pemerintab' kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, 

pertahanan keamanan, peradiJan , moneter dan fiscal, agama serta 

kewenangan bidang lain. 

(2) Kewenangan bidang lain , sebagaimana dimaksud pada ayat (I) , meliputi 

kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan 

nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, system administrasi 

negara dan lembaga perekonomian negara , pembinaan dan pemberdayaan 

sUl1lber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta tehnologi 

tinggi yang strategis, konservasi dan standartdisasi nasional. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tabun 1999 

melllUljukkan betapa Illasnya kewcnangan yang dimiliki ducrah. Didalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tabun 1999 dikenal dua jenis daerah yaitu daerab 

Propinsi disatu pihak dan daerah KabupatenlKota dilain pihak. Kewenangan 
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Daerah Propinsi diatur dalam kclentuan Pasal 9 Undallg-ulldallg Nomor 22 Tahun 

1999 , yang menyatakan sebagai bcrikut : 

( I ) Kewellangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan 

dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota serta 

kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya . 

(2) Kewenangan Propinsi seb~gai Daerah Otonom termasllk jub'3 kewenangan 

yang tidak atau belwn dapat dilaksanakan Daerah Kabllpaten dan Daerah 

Kota. 

(3) Kewenangan Propinsi sebagai Wilayah Administrasi mencakup kewenangan 

dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubcrnur selaku 

wakil pemerintah. 

Lebih lanjllt. kewenangan Daerah Kabupatcll alau Kota diatur dalam 

ketentuan Pasal II UU Nomor 22 Tahlm 1999 yang menyatakan sebagai berikut : 

(I) Kewenangana Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua 

kewenangan pemerintah setain kcwenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 

dan yang diatur dalam Pasal 9 

(2) Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan 

Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan pendidikan dan 

kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman 

modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. 

Pengaturan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 

Tal1Un 1999 lebm lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 25 Tallun 2000 tentang Kewenangan Pemerintab dan Kewenanb'3n 
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Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Peraturan Pemerintah ini mellgatur seeara rinei 

kewenangan Pemerintah Pusat yang merupakan penjabaran kewenangan 

Pemerintah di bidang lainnya dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. 

Dalam peraturan itu dirumuskan bahwa kewenangan bidang pemerintahan 

khususnya dibidang pertanahan saat ini sangatJah luas namun tidak boleh 

melanggar kebijaksanaan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan 

nasional secara makro. Kebijaksanaan itu meJiputi kewenangan Pemerintah Pusat 

dalam hal: 

a. Penetapan persyamtan pemberian hak-hak alas tallah; 

b. Penetapan persyamtan landreform 

c. Penetapan standart administrasi pertanahan; 

d. Penetapan pedoman biaya pelayanaan pertanahan ; 

e. Penetapan kerangka dasar kadastral nasional dan pelaksanaan pengukuran 

kerangka dasar kadastral nasional orde I dan II 

f. Penetapan pedoman untuk menentukan standart pelayanan minimal dalam 

bidang pertanahan; 

g. Penetapan criteria p~nentuan dan perubahan fimgsi mang kawasan alau lahan 

dalam rangka penyusunan tata ruang. 

Ketentuan tersebut diatas akan bersifat kontradiktif. apabila kita kaitkan 

dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang 

menyebutkan bahwa salah satu kcwcnangan Dacrah Kabupaten alau Kota adalah 

dibidang Pcrtanahan. Ketentuan tcrsebut tidak ada penjabaran lebih lanjut, 

sehingga ditafsirkan luas oleh Daerah Kabupaten dan Kota sehingga 

menyebabkan kcccnderungan Daerah Otonom bcrgerak mclampaui batas-batas 
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otonomi. Akibatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, daerah otonom telab 

mencerminkan sifat-sifat suatu negara bagian. Salah satu contoh kasus konkrit 

adalah Kasus Bupati Nganjuk (Drs. H. Soetrisno R, MSi) menolak untuk 

memberlakukan keputusan yang berlaku dengan tetap membentuk Dinas 

Pertanahan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Oaerah (Perda) Nomor 

25 Tabun 2001 (Jawa Pos, Senin, 9 April 2001, H. 13). Oi daerah-daerab Jainnya. 

jugu banyak dibcntuk Icmbagu yung mcnanguni urusan pcrtcllluhan. Pcmbcmtukan 

struktur organisasi yang membidangi masalah pertanahan sangat berab'3m. Sampai 

saat ini setidaknya ada 4 (empat) macam bentuk struktur organisasi 

a. Dinas Pertanahan yang berdiri sendiri; 

b. Penggabungan antara Kantor Pertanahan dengan lembaga lain (dinas); 

c. Tetap berbentuk Kantor Pertanahan; 

d. Merupakan bagian (seksi) dati dinas gabungan. 

Pembentukan lembaga tersebut dibeberapa Kabupaten dan Kota 

menyebabkan terjadinya stagnasi pelayanan kcpada l1lusyarakat dibidang 

pertanahan. karena scmua pcratllran yang bersifat tehnis. namun mempunyai 

akibat hllkum (tennasllk penggllnaan stempel sertifikat) masih mengb'tlllakan 

nama Kantor pertanahan. sedangkan struktur lembaga yang menangani bidang 

pertanahan bennacmn-macam bcntuknya. 

Untuk mengatasi kasus-kasus yang serupa dan untuk menghindari 

dualisme kelembagaan dibidang pertanahan maka pada tanggal 17 Januari 200 I. 

Presiden Repuhlik Ncgara Indoncsja telah mengeluarkan Keputllsan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Dacrah 

Di Bidang Pertanahan. Keputusan Presiden ini dimaksudkan untuk menciptakan 
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unifikasi peraluran pertanahan sehillgga tidak diperkenankan bagi dacrah untuk 

menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Kepala Daerah mcngenai 

pertanahan yang bertentangan dengall peraturan yang telah ada. Hal ini scsuai 

dengan ketentuan dalam menimbang keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 10 Talmn 200 I yang menyatakan bahwa berdasarkan UU Nomor 22 tahun 

1999 tentang Pemerintahan Dacrah. pelaksanaan pelayanan di bidang pertanahan 

merupakan kewenangan daerah. dan wltuk menjaga kebcrlangsungan pelayananan I 
I , 
, I 

dibidang pertanaban , sebelwn adanya peraturan yang baru alas dasar kcwenangan 

yang ada pada Oaerah perlu penegasan bahwa peratumn perundang-undangan 

ya~g ada tetap berlaku dalam kegiatan pelayanan terse but. Sehubungan dengan hal 

tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaaan 

otonomi daerah dibidang pertanahan dengan Keputusan Presiden. Hal ini 

membawa konsekwensi yuridis bahwa kewenangan di bidang pertanallan 

khususnya berkaitan dengan aspek hukwn pertanahan bagi terwujudnya unifikasi 

hukum pertanaban dan kepastian hukum dibidang pertanahan tetap menjadi 

wewenang Pemerintah Pusat. Disamping itu, dengan adanya Keputusan Presiden 

tersebut juga untuk menekankan status Kantor Wilayab Badan Pertanahan 

Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota serta tetap melaksanakan 

tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 10 Tabun 2001 

ditegaskan pula bahwa pengelolaan pertanahan pada dasarnya mentpakan tugas 

Pemerintab Pusat. Pelimpahan wewenang kepada Daemh Otonom merupakan 

tugas dekonsentrasi dan medebewind. Segala sesuatu akan diselenggamkan 

mcnurut keperluan dan tidak boleh bcrtcntangan dcngan kcpentingan nasional. Hal 

21 



in i scbal!'u ~i ll bl.:~\~I.:Il :i i balm a 1,IIlall IIl Cnlpa~ all salah salll UIl SIIf jlcrcklll dan 

negara kesaluan, schingga pcngelolaan lanah harlls dilaks,1llakan sccara Icrpadu , 

khuslisnya dalalll PClletClPlll1 kcbijakan pcnanallan. slOllldari dall pcrsYllratan 

pcmbinaan sella pcngcndalian agar lidak mcnilllbulkan di sinlcgrasi bangsa. 

Unwk mcmpcrkllal kClcntllan yang ada dalarn Kcpprcs NomoI' 10 Tahull 

200 I maka PClTlcrilllah IIlcngcluarkan Kcpuillsall Prcsidcll f'.,;O lllor 103 TalHIIl 

1001 t('ntan~ ~ ,.: dlldllkan. TtI ~as . FUligsi. Kewcnangan , SUSlIlian Or~alll sa s i dan 

Tala Kcrja u:mbaga PClllcrinlah Non DcpallcllIcn. I\.cpUlusan ini sCl:ara ololl1 olis 

Ill cngganti pcratltran yang ada sc bcltll1ll1ya tClllilllg kcdud ukilll Badan PI.!11anahan 

N:ls iollal ( IWi\ 1 KhtlSII" tClllall!! IJadan Pcrtan:lh,11I ":rSillll;IIII!I'~llhalrll dal, lI t1 

Bagian kcduapuluh dlla (12) dilri Pasal 64 sal1lpai dcngall Pit" r] 65 K1.']lU ltlS:ln 

Presidell Nomor 103 Tahull 2001. Didalalll kctcnllJan [crscbul dinYalakan balm'a 

Badan PcnallClhan Nasional (BPN) rn clllpull)'1II lug,lS IlIl'laksa nakan lugas 

pemcrintahan dibidang pertanahan scsuai dcngan kclcnlUan pcrnlUran pcrundang-

undangan yang bcrlaku. 

Dalam mclClks:II1Clkan tugClS scbagaiman<l dimaksud diatas maka BllN 

mcnyelcnggarakan fungsi : 

a. pengkajian dan pcnyusunan kcbijakan nasional di bidang pcrtanahan : 

b. perumusan dan pcnclapan kebijakan pcngcndalian pcrtanahall dml 

pcmberdayaan masyarakal serta pcmbuatan peta dasar pcndaftaran tallah ; 

C. fas il itasi dan pcmbinaan tcrhadap kcgialan di bidang pcrlanalmn dan 

pengembangan Sislcm Infonnasi Pcrtanahan : 
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d. perumusan dan penetapan kebijakan dan pengembangan sumber daya 

pertanahan yang meliputi pcndidikan dan pelatihan tenaga-Icnaga pertanahan 

dan mitra kerja serta penyediaan sarana dan prasarana kerju I..:knis penanahan ; 

e. koordinasi kegiatan fungsional dalam peJaksanaan tugas BPN ; 

f. pemantauan. pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi 

pemerintah di bidang administrasi pertanahan ; 

g. penyelenggaraan pembinaan dan peJayanan administrasi llmum di bidang 

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, dan tatalaksana, kepegawaian, 

keuangan. kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan nllnah tangga. 

Dalam menyeJenggarakan fungsi sebagaimana diatas, BPN mempunyai 

kewenangan : 

a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya ; 

b. penunusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secarn 

makro; 

c. penernpan system informasi di bidangnya ; 

d. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga 

profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya ; 

e. penetapan Kerangka Dasar Kada~1ra1 Nasional dan pelaksanaan Kernngka 

Dasar Kadastral Orde I dan Ordc II ; 

f. penetapan standar administrasi pertanahan dan pedoman biaya pelayanan 

pertanahan ; 

g. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku yaitu : 

1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pertanahan ; 
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2) penllnllsan stanelar penyediaan penmtukan, pengb'lmaan, pemanfaatan dan 

pemcJiharaan tanah serta pengawasan peJaksanaannya : 

3) pCnllllUSan standartatalaksanan pcJayanan pertanahan. alat bukti pcmilikan 

dan penguasaan hak atas tanah ; 

4) penctapan criteria tata b'lma tnnah daJam rangka pcntbahan fungsi ntang 

kawCls<Ul. 

Keputusan Presiden Republik Indonesia NOl11or 103 T ahun 200 I 

khususnya te.ntang Kedudukan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dijabarkan 

lebih Imljut daJam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 

Tahoo2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan NasionaI. 

Pada intinya Peraturan tersebut menyatakan bahwa Badan Pertanahan 

Nasional adalah Iembaga yang ditugaskan untuk menangani dan mengelola 

sebagai administrator pertanahan, salah satu tugasnya an lara lain memberikan 

pelayanan di bidang pertanahan. Dalam rangka pembangunan system 

komputerisasi pelaksana tugasnya periu diketallUi struktur organisasi, fungsi dan 

tugas Iembaga tersebut karena tanpa mengetahui hal-hal tersebut tidak akan 

diketahui alur kerja serta keterkaitan antara komponen yang satu dengan yang 

lainnya. Hal ini berarti, dengan adanya peraturan tersebut akan diketahui alur kerja 

secta keterkaitan antara tugas yang satu dengan yang lainnya sehingga para 

pelaksana akan Iebih mantap dalam melaksanakan pembangunan system 

komputerisasi karena akan lebih memahami dan menghayati terhadap tugas yang 

diserahkan kepadanya. Adapun struktur Organisasi berdasarkan Keputusan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2001 adalah sebagai berikut : 
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I. Kepala; 

2. Wakil Kepala ; 

3. Sekretariar Urama, yang selanjutnya disebut Senama; 

4. Deputi Bidang Pcngkajian dan Hukum Pertanahan yang sclanjutnya disebut 

Deputi I; 

5. Deputi Bidang Infonnasi Pel1anahan yang selanjlltnya disebut Deputi II ; 

6. I)cputi Bidang Tatalaksana Pertanahan, yang selanjlltnya discbllt Deputi III ; 

7. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat. yang 

selanjutnya disebllt Deputi IV ; 

8. Inspektorat Utama yang selanjutnyu disebut Inama ; 

9. Pusat Pengendalian dan Pengembangan ; 

10. Pusal Pendidikan dan Latihan. 

Didalam struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) menurut 

Keputusan Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Ketja 

Badan Pertanahan Nasional, Kepala BPN merupakan ujung tombak untuk 

keberhasilan ketja yang dilakukan oleh instansi BPN. Oleh karena itu , tugas 

Kepala BPN adalah sebagai berikut : 

a. memimpin Badan Pertanalmn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan yang berlaku 

b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan wnwn sesuai dengan tugas 

Badan Pertanahan 

c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Badan Pertanahan yang 

meojadi tanggungjawaboya 

d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasinya. 
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Adapun susunan Orgmlisasi Badan Perlanahan Nasional hisa dilihat dalam 

skema: 

SllSl"~A~ ORGANISASI BADAN PERTANAHA~ NASIO~AL 

KcpaJa BPN 

Wakil Kepala BPN 

I I 
I Sckrctariat lJtama I I Inspckloral (ilamil J 

I I 
Deputi Bidang Deputi Bidang Deputi Bidang Deputi Bidang 
Pengkajian dan Infonnasi Tata Laksana Tata Laksana 

Hukum Pcrtanahan Pel1anahan Pcrtanahan Pel1anahml 

I j 
Pusat Penelitian dan Pusat Pcndidikan dan 

Pengembangan Latihan 

Sekolall Tinggi 
Pertanahan Nasional 
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I 
Bidang Pengaturan 
Penguasaan tanah 

I 
Seksi Penatagunaan 

- Penguasaan Pemilikan Tanah 
Pertanian dan Perkotaan 

Seksi konsolidasi dan - Pemanfaatan Tanah 

Seksi Ganti Rugi dan - Penyelesaian Masalah 

Seksi Pengendalian Penguasaan - dan pemilikan tanah 

STRUKTUR ORGANISASI KANWII. BPN 

(KEPUTUSAN KDI'N No. I Th, 1989) 

KANTOR WILAY AH BADAN 
PERT ANAHAN NASIONAL 

BAGIAN 
TATA USAHA 

I 1 1 
Sub Bngi:lI1 Sub Bagian Sub Bagian Umum dan 

KepegaWlli:lIl Kcu.1ngan Perudnng-undnngnn 

I .I I 
Sidang Pengaturan Bidang Ilak-hal.. Sidang Pengukuran 
Penb'Uasaan lanah Aus lamm dan Pendanaran Tanah 

I I 
Seksi Dala Scl..si Pcngunlsan hak Seksi Pengukurnn 

r- Penatagunaan T:mah t-- T:Ul:m Pcrorangan t--

Seksi Perencanaan Seksi Pcngurusan Hak Seksi Pemetaan 
I-- Penmagunaan Tanah r- Tanah Badan Hukwn r-

Seksi Perpetann Seksi Pcngada.1n tanllh Seksi Pendaftaran Tanah 
~ Penatagunaan tanah I-- IllSlan!'i Pl'merinlM t""- Ill. Informasi Pertanahan 

i---
Seksi Bimtiingnn ScJ..!Oi I'l'!I\ clcs;Iian Seksi Peralihan Hal. 

Penatagunann Tanuh ""---
I\la~:t!ah I'cr!an:lhan ""--- Pembebenan Hak &. PPAT 
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'--

STRVKTVR ORGANISASI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN 1 KOTAMADYA 
(Keputusan Ka. BPN No.1 11989) 

KANTORPERTANAHAN 
KABUPATEN 1 KOTAMADYA 

Sub Bagian Tata 
Usaha 

-, 
. -I 

Urusan UrusanUmum 
Keuangan 

1 1 I , 
Seksi Pengaturan Seksi Penatagunaan Seksi Hak-Hak Seksi Pengukuran Dan 

Penguasaan Tanah Tanah AtasTanah Pendaftaran Tanah 

, I I I 

Sub Seksi Penataan, Sub Seksi Data Sub Seksi Sub Seksi 
Penguasaan Dan Penatagunaan Pemberian Penguk~ 
Pemilikan Tanah - Tanah f-- Hak Atas f-- Pemetaan Dan 

Tanah Konversi 

Sub Seksi Sub Seksi Sub Seksi Sub Seksi 
Pengendalian Reneana dan Pengadaan Pendaftaran Hak 
Penguasaan I.- Bimbingan ~ Tanah ~ dan Informasi 

Pemilikan Tanah Penatagtmaan 
Tanah 

Sub Seksi Sub Seksi Peralihan 
Penyelesaian Hak Pembebanan 

Masalah dan PPAT 
'-- Pertanahan '--
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1. SimpuIaD 

BABVI 

PENUTUP 

Dari pennasalahan yang diketengahkan dan penelitian yang telab 

dilakukan , analisis pengkajian ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut : 
'" 

- Pengaturan tentang kelembagaan dan kewenangan dibidang hukwn tanab 

mengacu pada ketentuan PasaI 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasa1 

tersebut sebagai dasar konstitusi yang dapat dipergunakan da]am pengaturan 

masalah tanah di Indonesia. Alas dasar pemaJrnaan demikian itu, m~ 'secara 

teoritik kepentingan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran mkyat 

meropakan dasar bagi dikuasainya tanah oleh negara. Ketentuan tersebut lebih 

lanjut dijabarkan dalam ketentuan Undang-undang tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (UUP A) yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tabun 1960 

(Lembaran Negara Tabun 1960 Nomor 104, Tambaban Lembaran Negara Tabun 

1960 Nomor 2043, khususnya Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) UUPA. Didalam 

ketentuan tersebut dinyatakan bahwa negara sebagai organisasi kekuatan seluruh 

rakyat mempunyai hak menguasai . Hak menguasai dari negara itu adalah 

memberi wewenang pada negara untuk : a. mengatur dan menyelenggarakan 

peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan roang 

angkasa tersebut, b. menentukan dan mengatur hubungan·hubungan hukum 

antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, c. menentukan dan 

mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan -

perbuatan hukwn yang mengenai bumi, air dan roang angkasa. Wewenang hak 

menguasai dan negara itu digunakan untuk mencapai sebesar-besamya 
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kemakmuran rakyat. Dan selanjutnya hak menguasai dari negara itu dapat 

dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat- masyarakat 

hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan 

nasional menurut ketentuan -ketentuan Peraturan Pemerintah. 

- Pemberian kekuasaan negara sepenuhnya akan mengakibatkan terjadinya 

pemerintahan sentralistik yang cenderung otoriter. Pemerintahan demikian dapat 

melemahkan sendi-sendi tatanan masyarakat seperti demokrasi • pemerataan dan 

keadilan. Oleh karena itu agar tidak teJjadi kesewenang-wenangan harus 

dilakukan desentralisasi kekuasaan dalam arti pembentukan satuan-satuan 

pemerintah yang diberi kewenangan namun tetap dalam kerangka negara 

kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar ketentuan diatas sebagai kepalljangan 

tangan dari pemerintah atau negara masalah kelembagaan pertanahan dilakukan 

oleh sebuah instansi yang mempunyai kewenangan di bidang pertanahan yaitu 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi-instansi yang ada di daerah 

berdasarkan asas dekonsentrasi dan asas pembantuan. 

Dengau diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

1999 ten tang Pemerintahan Daerah khususnya yang diatur dalam Pasal II 

ayat (2) yang menegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan di bidang 

pertanahan. menyebabkan banyak daerah-daerah di Indonesia yang memiliki 

dinas-dinas pertanahan. Hal inilah yang menyebabkan adanya dualisme 

menyangkut kelembagaan, padahal dengan diberlakukan UUP A salah satu 

tujuannya untuk terciptanya Hukum Agraria yang bersifat nasional dan memberi 

kepastian hukmn bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini juga tennasuk dalam 

bidang kepastian bukwn masalah kelembagaan. Agar supaya Pasal 11 ayat (2) 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tabun 1999 tidak ditafsirkan 

bennacam-macam maka dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 10 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Oaerah Oi Bidang 

Pertanahan. Keputusan Presiden ini dimaksudkan untuk menciptakan unifikasi 

peratman pertanahan sehingga tidak diperkenankan bagi daerah untuk 

menerbitkan Peraturan Daerah (perda) dan Keputusan KepaIa Daerah mengenai 

pertanaban yang telah ada. Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Keputusan 

Presiden RepubJik Indonesia Nomor 103 Tabun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata KeIja Lembaga 

Pemerintah Non Departemen. 

2. Saran 

Menunjang kesimpulan hasil penelitian tersebut diatas, dikemukakan saran : 

- Diperlukan adanya peraturan peJaksana yang menjabarkan tentang ketentuan 

Undang-Undang RepubIik Indonesia Nomor 22 Tal1Un 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah khususnya ketentuan Pasal 11 ayat (2), kewenangan 

daerah dibidang pertanahan. Oengan demikian akan jelas bidang-bidang 

pertanahan apa saja yang bisa dilimpahkan kepada daerah , dan yang penting 

bukan dari sisi hukum pertanahannya yang menyangkut keJembagaaan 

pertanaban. 
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